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Ratna Kusuma Hadi. E0013329. 2017. PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN. (STUDI
PUTUSAN NOMOR 68/Pid.B/2015/PN.Kbm). Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai
pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengobatan tradisional
tanpa izin dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Kbm. Kedua, bagaimana
putusan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang
Tenaga Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat
preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan
sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan
putusan pengadilan, instrument penelitian berupa Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah
metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku didakwa dengan Pasal 359 KUHP.
Apabila dicermati lebih lanjut pelaku lebih tepat jika
dimintakanpertanggungjawaban atas rumusan Pasal 191 jo 60 ayat (1) Undang-
Undang Kesehatan dan Pasal 83 jo 64 Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
Mengingat adanya asas lex specialis derogat legigenerali maka dapat dilihat
bahwa perbuatan pelaku akan lebih tepat jika dikenakan UU khusus tersebut
dibandingkan dengan KUHP. Hal ini dikarenakan asas merupakan tingkatan
tertinggi dibandingkan aturan hukum lain sehingga tidak dapat dikesampingkan.
Kata kunci :pertanggungjawaban pidana, pengobatan tradisional tanpa izin
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ABSTRACT
Ratna Kusuma Hadi. E0013329. 2017. CRIMINAL LIABILITY
PERPETRATOR OF ILLEGAL TRADITIONAL THERAPY (STUDY
DECISION NUMBER 68/Pid.B/2015/PN.Kbm). Faculty of Law University of
SebelasMaret Surakarta
This study describes and examines problems firstly regarding criminal
responsibility of perpetrator of traditional medicine without license in judges’s
decision PN Kebumen No. 68 / Pid.B / 2015 / PN. Kbm. Secondly, how the
decision analyzed using the Health Act and the Health Care Workers Act.This
research is prescriptive normative legal research. The data used in this research
is secondary data including primary and secondary legal materials. Data
collection techniques used is library study and the judge’s decision. Law Number
36 Year 2009 on Health and Law Number 36 Year 2014on Health Care Workers
will be the main instrument to be considered. Technical analysis is deductive
method.Based on the results of research and discussion can be concluded that the
acts committed by the offender was charged with Article 359 Indonesian Criminal
Code. However, more detailed investigation suggested offender violated Article
191 jo 60 paragraph (1) Health Act and Article 83 jo64 of the Law of Health Care
Workers. Given the principle of lex special derogate legi generali it can be seen
that the actions of the perpetrator would be more appropriate to apply the special
law compared with the Indonesian Criminal Code. This is because the principle is
the highest level compared to other legal rules and therefore can not be ruled out.
Keywords: criminal liability, illegal traditional therapy
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MOTTO
Berjuang dalam menghadapi kehidupan dengan selalu berdoa dan mengandalkan
Tuhan dan tidak pernah kuatir akan apapun juga yang terjadi karena Tuhan ada
disisi kita untuk memampukan kita melewati segala kesusahan dengan sebaik
mungkin sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dalam setiaphal yang kita
kerjakan.
Mazmur 37 : 5
“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan
bertindak”.
Amsal 2 : 5-6
“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu”.
Ulangan 1 : 17
“Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun
perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapa pun,
sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah”.
Matius 6 :25,33,34
“Karen aitu Aku berkata kepadamu :Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa
yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlahkuatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada
makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?
……. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari
besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari
cukuplah untuk sehari”.
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menyelesaikan studi dan penulisan hukum (skripsi) dengan
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terhadap penulis. Melalui terselesaikannya skripsi ini, penulis hendak
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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Maret Surakarta atas setiap ilmu dan bantuan yang diberikan selama
ini kepada penulis.
6. Pengelola PenulisanHukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan memberikan izin
bagi penulis dalam penulisan hukum ini.
7. Orang tua Penulis (RBS. Joko Haryanto Triatmo Hadi S.H dan Titik
Yuliana) yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi selama
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